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o

Menimbang: a bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja, dan
kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Maria
Walanda Maramis adalah melalui pengalokasian pendapatan daerah yang
bersumber dari retribusi atas pelayanan kesehatan ill rumah sakit untuk
digunakan sebagai imbalan jasa pelayanan 'bagi tenaga kesehatan yang
bekerja ill rumah sakit;

b. babwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang
Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan pasal 9 Peraturan
Daerah Nomor 6 Tabun 2011 Tentang Retribusi Daerah;

c. bahwa agar pengalokasian jasa sarana dan jasa pelayanan yang bersumber
dari retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pengelolaan
Pendapatan dan Pengalokasian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Pasien
Umum ill Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis Tahun
Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Minahasa Utara ill Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4343);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); }
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3. Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah KabupatenIKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerab dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tarnbaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Minabasa Utara Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Minahasa Utara;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah;J
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Minahasa Utara;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

18. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 74 Tabun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Tipe B Kabupaten Minahasa Utara;

19. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 73 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018;

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI NUNAHASA UTARA TENTANG
PENGELOLAAN PENDAP ATAN DAN PENGALOKASIAN JASA
SARANA DAN JASA PELAYANAN PASIEN UMUM DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MARIA WALANDA MARAMIS TAHUN
ANGGARAN 2018o

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalab Kabupaten Minabasa Utara;

2. Pemerintah Daerah adalab Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;

4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atauo diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan

barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan;

6. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh pribadi atau Badan;

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

8. Rumah Sakit Umum Daerah "Maria Walanda Maramis" yang selanjutnya disingkat
RSUD adalah Rumah Sakit Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Minahasa Utara;. J=
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9. Kepala Rumah Sakit adalah Direktur RSUD "Maria Walanda Maramis" Kabupaten
Minahasa Utara yang selanjutnya disebut Direktur;

10. Tenaga Medis adalah dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi;

II. Tenaga Pelayanan adalahperawat dan bidan;

12. Tenaga Penunjang Medik adalah tenaga laboratorium, radiologi, apoteker dan petugas
apotik, ahli gizi, rehab medik;

13, Tenaga tidak terlibat langsung adalah tenaga struktural rumah sakit, petugas rekam
medik, tenaga administrasi,

14. Tenaga Pelayanan lainnya adalah sopir ambulance, petugas cleaning service, juru masak,
tukang kebun;

15. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan PeJayanan Kesehatan di Rumah Sakit berupa
Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Gawat Darurat yang
mencak:up Pelayanan Medik dan Pelayanan Non Medik;

16. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak
langsung di Rumah Sakit;o 17. Pasien umum adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya
untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun

tidak Iangsung di Rumah Sakit dengan membayar sendiri;

18. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan kepada pasien
oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik;

19. Pelayanan Non Medik adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh pihak lain di
rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan Pelayanan Medik meliputi
pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Administrasi, Pelayanan Laundry dan
lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan;

20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis,
pengobatan, rehabilitasi medik dan peJayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang
.rawat map;

o 21. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang hams diberikan secepatnya
: untuk mencegahlmenanggulangi resiko kematian atau cacat;

22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau .kesehatan lainnya dengan menempati
tempat tidur pada ruang rawat inap;

23. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan
kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan
sarana khusus dan tenaga terampil;

24. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan
diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang perawatan pasien;

25. Perawatan adalab pelayanan asuhan keperawatan oleh tenaga keperawatan di Rumab
Sakit; j
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26. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kerjasama/ kolaborasi
dengan pasien atau tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai
lingkup wewenang dan tanggungjawab perawat; .

Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang
penegakan diagnosis dan terapi;

Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit
yang secara tidak Jangsung berkaitan dengan pelayanan medik;

Tindakan Medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang dilaksanakan oleh
tenaga medik;

Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan
umum dan pembiusan lokal;

Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;

Cito Tindakan adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk
menghindari seseorang dari kematian atau cacat (live saving);

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas
jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan,
konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana,
fasilitas Rumah Sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai
yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi
serta pemakaian sarana non operasional;

35. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah
Sakit;

36. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat ( SJSN ) adalah suatu tata
cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa' badan penyelenggaraan
jaminan sosial;

37. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan menggunakan mekanisme
asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah;

38. Dana Jaminan Kesehatan Nasional adalah bayaran atas jasa khusus disediakan danlatau
diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah untuk kepentingan kesehatan
bagi masyarakat miskin;

BABII
PENGELOLAANPENDAPATAN

Pasal2
(1) Pendapatan RSUD berasal dari hasil penerimaan atas pungutan retribusi kepada pasien

atau badan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit; t
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(2) Komponen Retribusi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri atas jasa sarana dan
jasa pelayanan;

(3) Tarif retribusi yang elitetapkandalam Peraturan Daerah merupakan imbalan atas jasa
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit
danjasa sarana atas pemanfaatan berbagai fasilitas rumah sakit yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah bagi seluruh pasien atau masyarakat yang berobat di rumah sakit;

Pasal3
(1) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 baik yang bersumber

dari penerimaan retribusi atas pelayanan kesehatan bagi pasien umum dan pasien peserta
Asuransi jenis lainnya yang mengadakan kontrak kerjasama dengan pihak rumah sakit
harus dicatat dalam buku kas umum dan disetor secara bruto oleh bendahara penerimaan
ke kas daerah;

(2) Penerimaan klaim asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah
setelah melalui proses verifikasi klaim dan pembagian alokasi jasa sarana dan jasa
pelayanan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan
pemanfaatan atas penerimaan dana klaim Jaminan Kesehatan Nasional;

o
BABID

PEMBAGIAN ALOKASI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

Pasal4
(1) RSUD berhak melakukan klaim jasa sarana dan jasa pelayanan kepada Pemerintah

Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagai imbalan terhadap setiap pelayanan kesehatan
yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang bekerja eli rumah sakit kepada setiap pasien
atau badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut;

(2) Pembagian alokasi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang dapat diklaim oleh pihak Rumah
Sakit Umum Daerah kepada Pemerintah Daerah adalah sesuai dengan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

o BABIV
PENGELOLAAN BASIL PENERIMAAN JASA SARANA DAN

JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal5
(1) Jasa pelayanan dibagi secara proporsional kepada:

a. Tenaga Medik Dokter Spesialis
b. Tenaga Medik Dokter Umum
c. Tenaga Paramedis Perawatan dan Bidan
d. Tenaga Penunjang Medik
e. Tenaga terlibat langsung dan
f. Tenaga tidak terlibat langsung.( Tenaga Administrasi )
g. Tenaga Pelayanan lainnya. }-



Pasal6
(1) Komponen jasa sarana terdiri dari komponen jasa sarana penyediaan bahan habis pakai

medik dan obat-obatan; jasa sarana penunjang medik; Jasa manajemen rumah sakit.
(2) Jasa manajemen, dibagi secara proporsional kepada :

a. Direktur;
b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bersama staf;
c. Pengelola Administrasi k1aim jasa pelayanan;

(3) Jasa sarana penunjang medik, dibagi secara proporsional kepada;
a. Instalasi Laboratorium;
b. Instalasi Radiodiagnostik;
c. Instalasi Gizi;
d. Instalasi Radiologi;

(4) Jasa sarana penyediaan Bahan Habis Pakai dan obat-obatan;

o

Pasal7
(1) Tim pengelola teknis administrasi kJaim jasa pelayanan baik yang bersumber dari pasien

umum, JKN dan asuransi lainnya diangkat dan ditetapkan dengan keputusan direktur;
(2) Honor tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam alokasi

pembagian proporsi jasa sarana;

BABV
PROPORSI PEMBAGIAN ALOKASI JASA SARANA DAN JASA PELAY ANAN

YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN PASIEN UMUM

o

Pasal8
(1) Proporsi pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan yang bersumber dari penerimaan

pasien umum, sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
(2) Besaran proporsi sebagaimana terdapat pada ayat (1) dibagi secara proposional

berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam rapat antara direktur dengan seluruh tenaga
kesebatan dan tenaga non kesebatan di rumah sakit; ,

(3) Besaran proporsi pembagian jasa sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) merupakan
pedoman bagi tim pengelola teknis administrasi kJaim untuk membayar kepada para
pemberi jasa layanan di rumah sakit;

Pasal9
(1) Tim pengelola bertanggung jawab membuat surat pertanggung jawaban dan mengelola

pertanggung jawaban keuangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Tim pengelola memasukan Surat Pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran
untuk kepentingan audit internal dan eksternal. :F



BABVI
KETENTUAN PENUTUP

PasallO

Peraturan Bupati iniberlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. t

Ditetapkan di : Airmadidi
pada tanggal : 3 J(1IV)(!IClr1 ?D(e

BUPATI MINAHASA UTARA,

Diundangkan di :Airmadidi
pada tanggal : 3 J~Vlt.1 (),r-I 'P;t{)

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA

JEMMYHKUHU

BE TADAERAHKABUPATENMINAHASA UTARA TAHUN2018 NOMOR 5

o
PARAF KOORDINASI

Kasubag. Keuangan ~

Direktur RSUD M.W. Maramis rJ
KepaJaBagian Hukum ()~
Asisten Pemerintahan dan Kesra ~.Jt«-
Sekretaris Daerah Kabupaten Lt
Wakil Bupati Minahasa Utara

Dengan Hormat untuk
Bupati Minahasa Utara ditandatangani



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA 0
NOMOR : '" TAHUN 2018 __ ,a
TANGGAL '3 J~;' -r""~ ~
TENTANG : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGALOKASIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PASIEN UMUM

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARIA WALANDA MARAMIS TAHUN ANGGARAN 2018

o
I PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN UMUM

KONVERSI
PROSE!ir:;~ErROr~?RS'ONAL <>t~~~A

JENISJASA
Tenag. len.ga Tenag. Tenagl Tenaga Tenlg. lenaga Mana~men10% KET.
Medlk Medlk Paramedlt penun!.ng PeI.y.nan tel1lbat tJdak Obit dan Penunjang Pen_g_elol.35% Pel.bat StnIkturaldanStaf 30 '10
Dokter Dolder Pwawltl Mtdlk Ialnnya ~ng.un tetllbat BHP Mtdlk Dlrektur inti Ru K.SubaglSektl Staf
Spesi&l1t Umum BId.n I.nglung 85% 5'10 35% Rp. Rp. Rp. Rp.

Jua Pelayanan Karels Rawat Jalan , Rawat Darurat 100% - - - 95% 5% 85% 5% 35 % 80% 20% 60% 40%
Jua Pelayanan Rawat Jalan , Dokter Umum 100% - 45% 30% 5% 5% - 15% 85% 5% 35% 80% 20% 60% 40%
Jasa Pelayanan Rawat Jalan , Dokter Spallalls 100% 50% - 30% 5% - - 15% 85% 5% 35% 80% 20 % 60% 40%
Jasa Pelayanan Rawat lnap 100% 30% 15% 35% 5% 5% - 10% 85% 5% 35% 80% 20% 60% 40%
Jasa Pelayanan Laboratorlum 100% 10% 10% 10% - - 50% 20% 85% 5% 35% 80% 20% 60% 40%
Jasa Pelayanan Rawat Darurat 100% 10% 15% 45% 10% 5% - 15% 85% 5% 35% 80% 20% 60% 40%
Jasa Pelayanan Persalinan 100% 10% 10% - 70% 10% 85% 5% 35% 80% 20% 60% 40%
Jua Pelayanan USG 100% - - 30% - 60% 10% 85% 5% 35% 80% 20% 60% 40%
Jasa Pelayanan ECG 100% 30% 10% 50% - - 10% 85% 5% 35% 80% 20% 60% 40%
Jasa Pelayanan Ambulance 100% - - 30% - 60% 10% 85% 5% 35% 80 % 20% 60% 40%
Jasa Pelayanan Farmasl' Obat 100% 10% 10% - 70% - 10% 85 % 5% 35% 80% 20% 60% 40%
Jasa Pelayanan Rontgen 100% 10% 10% - 70% - 10% 85% 5% 35% 80 % 20 % 60% 40%
Jasa Pelayanan ICU 100% 30% 20% 30% 10% - 10% 85% 5% 35% 80 % 20% 60% 40%

~Jasa Pelayanan Tlndakan Operasi keeil 100% 20% 20% 50% - - 10% 85% 5% 35% 80% 20% 60% 40%

II. Pembaglan Jasa Pelayanan Untuk Tlndakan Medik Operatlf di kamar Operas! Sbb :
a.) Operasi Sectlo Caesarea b). Operasl Mata

a. Jasa Operator setinggi-tingginya 40% ( empat puluh persen) a.Jasa Operator Setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen)
b. Jasa Anastesi setinggl-tingginya 23% (dua puluh liga persen) b.Jasa Petugas Kamar Operasi setinggi-tingginya 20%(dua puluh persen)
C. Jasa Penata Anastesi setinggi-tingginya 7% ( tujuh pesrsen ) c.Jasa Perawat ruangan setinggi-tingginya 5% (lima persen)
d. Jasa Penerima Bayi setinggi-tingginya 15%( lima belas persen) d.Jasa Tenaga tidak terlibat langsung setinggi-tingginya 5%(lima persen)
dengan pembagian 13%(tiga belas persen untuk dokter Anak dan 2%
untuk Bidan Iperawat penerima bayi.
e.petugas kamar Operasi setinggi-tingginya 10%(sepuluh persen)
d.Jasa Perawat ruangan setinggi-tingginya 5 % (lima persen )

C). Operas! selaln Sectlo Caesarea dan Mata
a.Jasa Operator setinggi-tingginya 45% (empat puluh lima persen)
b.Jasa Anastesi setinggi-tirrgginya 23%(dua puluh tiga persen)
c.Jasa Penata Anaestesi setinggi-tingginya 7% ( tujuh persen)
d.Jasa Petugas kamar Operasi setinggi-tingginya 10%( sepuluh persen)
e.Jasa Perawat ruangan setinggi-tingginya 10%(sepuluh persen)
f.Jasa Tenaga tidak terlibat langsung setinggi-tingginya 5%(lima persen)

SUPATI MINAHASA UTARA,t{
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PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
RSUD MARIA WALANDA MARAMIS

JLN. PROF. ARNOLD MONONUTU - KELURAHAN SARONGSONG IT
AIRMADIDI TELP/FAX.(0431)892811

LEMBAR KAJIAN TERKAIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN
PENGALOKASIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PASIEN UMUM

DI RUMAH SAKlT UMUM DAERAH MARlA WALANDA MARAMIS
KABUPATENMINAHASA UTARA

o

I~ PENDAHULUAN
Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri
yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan.kemajuan teknologi, dan
kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan
yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya.
Salah satu upaya untuk meningkatkan peJayanan, dan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit adalah melalui pengalokasian pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi
pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk digunakan sebagai imbalan jasa pelayanan bagi
tenaga kesehatan danjasa tenaga lainnya yang bekerja di rumah sakit.

II. Dasar Hukum
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang

Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola

TarifNasional Rumah Sakit;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi

Daerah;

o
m. Kajian Hukum

1. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit:
• Pasal30 ayat (1) hurufb.
(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalanjasa pelayanan serta

menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014
tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien:
• Pasal 2 huruf

(v) Menjamin hak petugas yang bekerja di Rumah Sakit.

• Pasal26
Kewajiban Rumah Sakit dalam menjamin hak petugas yang bekerja di Rumah sakit
sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 huruf v dilaksanakan dengan :
a. Memberikan imbalan jasa yang adil dan layak sesuai beban kerja, tanggung

jawab dan fisiko pekerjaannya.



3. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 20'15
tentang Pola TarifNasional Rumah Sakit:
• Pasal 15-

(1) Tarif Rumah Sakit untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan
Komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan
Rawat darurat.

(2) Komponenjasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan
yang diterima oleh Rurnah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis,
abat -obatan, bahan/alat kesehatan hahis pakai yang digunakan langsung dalam
rangka pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.

(3) Komponen Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada
Pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan latau
Pelayanan lainnya.

(4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga
Kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

• Pasa124
(1) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari penerimaan Negara bukan pajak

Atau retribusi daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit
yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan
belanja modal sesuai kemampuan keuangan Rumah sakit.

o IV. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan Kajian bahwa pengelolaan pendapatan dan pengalokasian jasa sarana dan
jasa pelayanan pasien umum di Rumah Sakit Umum Maria Walanda Maramis adalah
berdasarkan pendapatan Retribusi pelayanan kesehatan yang sudah disetor langsung
secara brute ke Kas Daerah dan dapat digunakan untuk pembayaran Jasa sarana dan
Jasa pelayanan bagi tenaga Kesehatan dan jasa tenaga lainnya serta perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pengelolaan Pendapatan dan Pengalokasian
Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Pasien Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Maria
Walanda Maramis Tahun Anggaran 2018.

o *
"'ifF?

dr. AYATI,M.Kes
NIP: 196108151991032003
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TELAAHAN STAF

: Bupati Minahasa Utara

: Direktur RSUD Maria Walanda Maramis

Januari 2018

/800/ RSUD-MWM / 1/2018

Lampiran 1(satu) Berkas

o
Hal :PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN

PENGALOKASIAN JASA SARANA DAN JASA
PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MARIA WALANDA MARAMIS TAHUN
ANGGARAN 2018

I.

II.

o

Persoalan
Dalam rangka penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan dan Pengalokasiaan Jasa
Sarana dan Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda
Maramis maka perlu diatur pemanfaatan atas penerimaan Retribusi Pelayanan
Kesehatan di tahun anggaran 2018.
Praanggapan
Pendapatan dari jasa sarana dan jasa pelayanan yang telah diberikan oleh Rumah
Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis merupakan penerirnaan atas jasa
pelayanan dan fasilitas kesehatan yang harus disetorkan langsung secara bruto ke
Kas Daerah sehingga penerimaan dan penggunaannya wajib masuk dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dana yang sudah disetorkan ke Kas Daerah dapat digunakan untuk pembayaran
jasa pelayanan, jasa medis dan jasa sarana sesuai Perda No.6 tahun 2011 Tentang
Retribusi Daerah.



III.

IV.

V.

o

o

.. '

VI.

Fakta-fakta yang mempengaruhi
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah.
Analisis
Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan
oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan atau tenaga lainnya di Rumah
Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis yang ditujukan kepada seseorang
dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan
rehabilitasi serta akibat-akibatnya, sehingga kemanfaatan pelayanan kesehatan
dimaksud dapat dinikmati oleh pribadi dalam hal ini tenaga pelayanan, tenaga
medis dan tenaga struktural lainnya. Dana untuk kemanfaatan tersebut bersumber
dari retribusi atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Maria
Walanda Maramis
Kesimpulan
Pemanfaatan atas pendapatan dari jasa sarana dan jasa pelayanan di Rumah Sakit
Umum Daerah Maria Walanda Maramis Tahun 2018 dapat dimungkinkan apabila
di dukung dengan perangkat peraturan yaitu Peraturan Bupati dalam hal ini
Peraturan Bupati Minahasa Utara.
Saran
Kiranya telaahan staf ini dapat di terima.

AIRMADIDI, ,18 JANUARI 2018
DIREKTUR

...81:1:!:1l~. W.MARAMIS
~~~~~~AHASAUTARA
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTHLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA

JABATAN

: dr. Rina Widayati, M.Kes

: Direktur RSUDMaria W.Maramis

Dengan ini menyatakan bahwa Keputusan Bupati Minahasa Utara tentang Pengelolaan
Pendapatan dan Pengalokasian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Pasien Umum di Rumah Sakit
Umum Daerah Maria Walanda Maramis Tahun Anggaran 2018 telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Apabila akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati tersebut
menimbulkan kerugian daerah, maka saya selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Maria
Walanda Maramis siap untuk bertanggungjawab.

Airmadidi, Januari 2018


